PENGADILAN HAM SEBAGAI
REFLEKSI TANGGUNGJAWAB
INTERNASIONAL KOLEKTIF
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Muladi

Piagam PBB secara formal mengakui HAM individual
setelah melalui perjuangan panjang yang bersejarah. Pre-
amble Piagam PBB diawali dengan kata-kata yang penuh

inspirasi sebagai berikut:

“We the peoples of the UN determmed to save suc-
ceeding generations from the scourge of war, which
twice in our lifetime has brought untold sotrow to man-
kind, and to reaffirm faith in fundamental human rights,
in the dignity and worth of the human person, in the
equal rights of men and women and of nations large
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and small ..... i

Untuk itu tujuan PBB yang
pertama adalah menonjolkan
betapa pentingnya “to maintain
international peace and security .....
“. (Article 1 of the UN Charter).
Uraian di bawah ini akan me-
nyoroti kaitan antara perdamai-
an dan keamanan internasional

dengan perkembangan hukum

internasional dalam kerangka

“collective responsibility to protecf

dalam kaitannya dengan “humani-
tarian intervention”.

Dalam hal ini tentu saja pe-
ranan hukum pidana interna-
sional, khususnya perkembang-
an yang berkaitan dengan di-
bentuknya pelbagai mahkamah
pidanainternasional dalam pel-
bagai manifestasinya, akan sa-
ngat menonjol.

Catatan: Hukum pidana interna-
sional (international criminal law)
lis the law that governs interna-
tional crimes”. Hal ini bisa diarti-
kan sebagai lithe penal aspects of
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international law”, tetapi juga bisa
diartikan sebagai lithe internatio-
nal aspects of national law”. Keja-
hatan internasional (international
crimes) sesuai dengan definisi US
Military Tribunal di Nuremberg
diartikan sebagai: “such act uni-
versally recognized as criminal.
which is considered a grave matter
of international concern and for
some valid reason cannot be left
within the exclusive jurisdiction of
the State that would have control
over it under ordinary circumstan-
ces .... “.(Kittichaisarre, 2001).
Hubungam interaktif antara
usaha masyarakat internasional
untuk menciptakan perdamaian
dan keamanan internasional (in-
ternational peace and security) dan
hukum pidana dalam dekade ter-
akhir menjadi sangaterat. DiEra
dimana AS sejak Desember 1998
memerintahkan serangan militer
atas target-target militer dan ke-
amanan di [raq menyusul ham-
batan yang dilakukan Iraq untuk
bekerjasama dengan UNSCOM
(UN Weapons Inspectors) guna
melindungi kepentingan nasio-
nal AS dan rakyatdi seluruh du-
nia sampai dengan penerapan
konsepsi baru berupa “anticipa-
tory self defence” atau “preemtive
strike (attack)” menyusul peristi-
wa 11 September 2001, yang
dikembangkan oleh Presiden
Bush, yang meluluhlantakkan
Afganistan dan Iraq, masyarakat
hukum di dunia mulai berpikir

untuk mengembangkan cara-
cara lain yang bersifat “non-coer-
cive measures” untuk mengatasi
ancaman terhadap perdamaian
dan keamanan dunia. Namun
harus diakui, apapun caranya,
akan jatuh pada kerangka yang
dikatakan Presiden Clinton yaitu
“the cost of action against the price
of inaction”.

Bahkan ada yang mengang-
gap bahwa perkembangan mah-
kamah pidana internasional
dalam pelbagai manifestasinya
(international and internationalized
criminal court) diarahkan untuk
menjadi juru pisah atau wasit
(arbiter) perdamaian dan ke-
amanan regional atau interna-
sional.

Dalam hal ini hukum pldana
internasional paling tidak mengi-
dentifikasi 3 fenomena perkem-
bangan yang menarik, yang me-
rupakan sistem baru yang mem-
pengaruhi tertib hukum dunia
dan menghasilkan pendekatan
baru di dalam sistem peradilan
pidana internasional (New Ap-
proach in International Criminal
Justice), yaitu: (a) Diadopsinya
Statuta Roma tentang Mahka-
mah Pidana Internasional (Inter-
national Criminal Court) oleh Kon-
ferensi Diplomatik PBB pada tgl.
17 Juli 1998; (b) Penangkapan
terhadap mantan Presiden Chili
(Augusto Ugarte Pmochet) di
London oleh Pemerintah Inggris,
atas permintaan Spanyol dengan
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tuduhan melakukan kejahatan
terhadap kemanusiaan selama
masa kepresidenannya; dan (c)
Digelarnya ICTR Onternational
Criminal Tribunal For Rwanda)
pada tahun 1994, dan ICTY On-
ternational Criminal Tribunal For
Former Yugoslavia) pada tahun
1993, khususnya Dakwaan Jak-
sa ICTY, 27 Mei 1999 terhadap
Slobodan Milosevic, mantan Pre-
siden Yugoslavia atas serangkai-
an kejahatan pelanggaran HAM
berat berupa kejahatan perang,
genosida dan kejahatan kema-
nusiaan semasa konflik Balkan.
Catatan: Sebenarnya pengadilan
pidana ad hoc sudah dimulai de-
ngan Mahkamah Militer Interna-
sional (IMT) yang mengadili pen-
jahat perang dunia II di Nurem-
berg dan Tokyo. Sehubungan de-
ngan kasus Pinochet, dinyatakan
oleh Michael Byers (2000) bah-
wa:"The Pinochet case involved-
and will have a significant impact
upon-a number of legal areas, in-
cluding international criminal law,
human rights, state immunity, ju-
risdiction, extradition, and the re-
lationship between international law
and domestic legal systems”.
Definisi istilah “international
peace and security”, tidak dapat

diketemukan dalam UN Charter,

sekalipun Dewan Keamanan
PBB atas dasar kekuasaan yang
bersumber pada Chapter VIl UN
Charter (-Tindakan-tindakan
Yang Berkaitan Dengan Ancam-
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an-Ancaman Terhadap Perda-
maian, Pelanggaran Terhadap
Perdamaian dan Tindakan Agre-
si) dapat menentukan adanya
ancaman terhadap perdamaian,
pelanggaran terhadap keaman-
an atau perbuatan agresi dan
mengambil langkah-Iangkah
yang diperlukan untuk men-
jamin perdamaian dan keaman-
an internasional. Pada Article 41,
Dewan Keamanan diberi kekua-
saan untuk “decide what measures
not involving the use of force are to
be employed to give effect to its de-
cisions”, di samping kemungkin- -
an “the use of force” to maintain
or restore international peace and
security” sebagaimana ditentu-
kan pada Article 42 UN Charter.

Catatan:
Article 41 UN Charter

“The Security Council may de-
cide what measures not involving
the use of armed force are to be em-
ployed to give effect to its decisions,
and it may call upon the Members
of the UN to apply such measures.
These may include complete or par-
tial interruption of economic rela-
tions and of rail, sea, air, postal, tele-
graphic, radio, and other means of
communication, and the severance
of diplomatic relations”.

Articl42 UN Charter

“Should the Security Council
consider that measures provided for
in Article 41 would be inadequate,
it may take such action by air, sea,
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or land forces as may be necessary
to maintain or to restore interna-
tional peace and security. Such ac-
tion may include demonstrations,
blockade, and other operations by
air, sea, or land forces of Members
of the UN".

Setelah Era Perang Dingin

usai, “non forceful measures” nam-
pak dalam pembentukan mahka-
mah pidana internasional ad
hoc, penerapan pelbagai prose-
dur untuk memperbaiki keadaan
paska perang, membuat batas
pemisah antar negara, memak-
sa ekstradisi para teroris dan
penggunaan kekerasan untuk
mengamanankan penjahatyang
dicurigai. Langkah-langkah uni-
lateral dengan menggunakan
kekerasan, bahkan untuk pene-
gakan hukum pidana tidak di-
jjinkan karena dianggap melang-
gar wilayah negara.

Pemikiran dan gagasan ten-
tang “international peace and se-
curity” penting untuk menjadi
jembatan antara proses politik
dan hukum beserta kelembaga-
annya dalam hukum pidana in-
ternasional, seperti pengadaan
pengadilan internasional. Tanpa
ada penjelasan yang memuaskan

akan timbul kesan adanya gang-

guan terhadap supremasi hukum
internasional dalam bentuk “hu-
manitarian imperialism”.
Persoalannya apakah jatuh-
nya jutaan korban manusia yang
mati atau kehilangan tempat
tinggal akibat kekejaman konflik

bersenjata internasional, region-
al dan internal disusul dengan
pembentukan belasan UN peace-
keeping operation dapat menjadi
alasan pembentukan mahkamah
pidana internasional atas dasar
penafsiran ad hoc terhadap per-
damaian dan keamanan interna-
sional. Hal ini sering dinamakan
“institutional and legitimacy gab”.
Sejarah telah membuktikan
banyaknya kritik terhadap mah-
kamah pidana internasional se-
bagai instrumen atau perluasan
penafsiran perdamaian dan ke-
amanan internasional dan di-
kualifikasikan sebagai “victor’s
justice” daripada peranannya
sebagai alat untuk menciptakan
supremasi hukum (the rule of law).
Kritik ini terjadi sejak Internatio-
nal Military Tribunal Nuremberg
dan Tokyo sampai dengan ICTY
dan ICTR. Bahkan khusus ICTY
dikatakan lebih banyak menun-
tut Bosnian Serbia dibandingkan
dengan pihak konflik yang lain.
Sebagai kesimpulan dapat
dikatakan bahwa pemikiran ten-
tang perdamaian dan keamanan
internasional sebagai satu-satu-
nya alasan (the sole cause) untuk
membentuk mahkamah pidana
internasional dapat meningkat-
kan persepsi dari “humanitarian
imperialism”. Sebaliknya tidak
ada alasan mengapa perdamaian
dan keamanan internasional
tidak dapat menjadi “a causative
effecf dari pengadilan tersebut.
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Pengaruh Hukum-Politik
dari Tribunal Internasional
Ad Hoc terhadap Ketertiban
Dunia )

Masyarakat hukum interna-
sional telah membentuk pelbagai
mahkamah pidana internasional
sebagai “subsidiary judicial or-
gans”, sebagai tindak lanjut
Chapter VII Piagam PBB, yakni
sebagai sarana untuk memeliha-
ra dan memulihkan perdamaian
dunia (Article 39 Piagam PBB).
Sebagai contoh adalah pemben-
tukan mahkamah tersebut di
Yugoslavia (ICTY) dan di Rwan-
da (ICTR), pada tahun 1993 dan
1994, sebagai tindak lanjut Re-
solusi DK PBB No. 827,1993 dan
No. 955, 1994 atas dasar Chap-
ter VI.

Mahkamah ad hoc ini memi-
liki keunggulan (primacv) ter-
hadap pengadilan-pengadilan
nasional (primacy jurisdiction) se-
hubungan dengan para tersang-
ka (individual) pelaku kejahatan
internasional atas dasar prinsip
“individual criminal responsibili-
ty”. Dewan Keamanan PBB da-
pat memaksa (compel) anggota-
anggota PBB untuk bekerjasama
melalui penggunaan kekuatan
Chapter VII, Hakim-hakim dipi-
lih melalui “final selection” oleh
SU PBB setelah dinominasikan
oleh anggota-anggota PBB. Da-
lam hal ini representasi kepen-
tingan sistem hukum dari pel-
bagai penjuru dunia dimungkin-
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kan. Selanjutnya para hakim
mahkamah internasional ad hoc
tersebut harus bersikap tidak
memihak (impartial) dan mewa-
kili norma-norma hukum yang
bersifat umum, yang diterima
oleh seluruh bangsa .

Kemudian Mahkamah tidak
dapat hanya mengharapkan
memperoleh bukti—bukt dan ter-
sangka atas dasar pelbagai per-
janjian ekstradisi dan kerjasama
lain yang sangat kompleks. Hu-
kum acara disiapkan dengan
persetujuan Dewan Keamanan
atas dasar kekuatan Chapter VII.
Pada akhirnya hukum pidana
materiil/ substantif beserta hu-
kumacaranya diterapkan selama
mahkamah tersebut masih men-
jalankan fungsinya. Keberadaan
mahkamah internasional ini di-
harapkan dapat menghapus ci-
tra ketidakpastian dan kemung-
kinan praktek-praktek yang ti-
dak adil yang mungkin timbul
dalam peradilan nasional.

Di samping keuntungan-ke-
untungan positif yang diharap-
kan, masih sering dipertanyakan
apakah keberadaan pengadilan
ad hoc tersebut dapat mendu-
kung perdamaian dan keaman-
an internasional. Dalam hal ini
paling tidak terdapat 5 (lima)
aspek yang harus dipertimbang-
kan:

Pertama, adanya keterbatasan
jurisdiksi, baik jurisdiksi territo-
rial dan temporal, dari ICIY dan



ICTR. Setelah selesai tugasnya,
tribunal-tribunal tersebut harus
dibubarkan, padahal kejahatan
internasional terus berkembang
' seperti terorisme yang cende-
rung bersifat transnasional dan
mengganggu perdamaian dan
keamanan internasional. Dengan
demikian keberadaan ICC yang
permanen dipandang lebih
menguntungkan;

Kedua, tidak satupun dari tri-
bunal tersebut (ICTY dan ICTR)
berlokasi di wilayah dimana ke-
kejaman kemanusiaan terjadi.

Dengan demikian di mata
para korban dan bangsa yang

bersangkutan keadilan tidak da-

pat dicapai di dalam wilayah
tersebut. Hal ini jelas menyang-
kutkredibilitas tribunal-tribunal
tersebut;

Ketiga, biaya-biaya persiapan
dan pelaksanaan mahkamah-
mahkamah tersebut sangat besar
dan harus diatasi oleh PSS, yang
saatini mulai melakukan penge-
tatan anggarannya. Dengan de-
mikian keberadaan ICC diang-
gap lebih baik karena pem-
biayaan akan ditanggung bersa-
ma oleh negara-negara peserta
konvensi. Hal ini dianggap juga
bermanfaat untuk menciptakan
pengadilan yang lebih inde-
penden.

Keempat, apabila tribunal-tri-
bunal tersebut selalu mengha-
rapkan bantuan dari DK PBB

baik dalam pendiriannya mau-
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pun pelaksanaannya, maka akan
sangat dimungkinkan bahwa
DK PBB dapat menggagalkan
langkah-langkahnya melalui hak
veto yang dipunyai anggota-an-
gota tetapnya. Dengan demikian
hal ini akan berpengaruh ter-
hadap independensinya. Lang-
kah-langkah yang lambat dari
OK PBB jelas akan menghampat
proses pencarian alat-alat bukti,
saksi-saksi dan para tersangka-
nya; -

Kelima, sistem ad hoc tribunal-
tribunal tersebut banyak tergan-
tung pada sistem penegakan hu-
kum yang tidak langsung (indi-
rect enforcement system). Dalam
hal ini penerapan hukum pidana
internasional seperti keputusan
dan perintahnya yang berasal
dari pengadilan internasional,
tergantung pada dan dapat di-
selesaikan melalui sistem hukum
nasional. Sebagai konklusi dapat
dikemukakan bahwa, ICTY dan
ICTR merupakan mahkamah pi-
dana internasional modern per-
tama atas dasar asas untuk me-
melihara perdamaian dan ke-
amanan internasional sebagai-
mana ditegaskan pada Article 42
Piagam PBB. Namun demikian
dengan pelbagai pertimbangan
keberadaan yang permanen sa-
ngat diperlukan dan keberadaan
serta praktek tribunal ad hoc sa-
ngat bermanfaat sebagai bahan
penyusunan ICC. ‘
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Mahkamah Pidana Interna-
sional Meningkatkan Peran
Perdamaian dan Keamanan
Internasional

Secara kronologis harus di-
akui bahwa ICC sebagai “IWorld
Court’ merupakan pengadilan
internasional yang akan mem-
pengaruhi perdamaian dan
keamanan internasional. ICC
merupakan pengadilan per-
manen, yang dibentuk atas dasar
traktat (Statuta Roma 1998) de-
ngan tujuan untuk menginvesti-
gasi dan menuntut orang-orang

yang melakukan “the most seri- -

ous crimes of international con-
cern”, yaitu genosida (genocide),
kejahatan terhadap kemanu-
siaan (crimes against humanity),
kejahatan perang (war crimes),
dan aggresi (crime of aggression),

Boleh dikatakan bahwa 1CC
merupakan “inter-national body”
dan bukan suatu “supra-national
body”, sebab hanya mengikat
negara-negara peserta Konven-
si. Jadi bukan pengganti (substi-
tute) bagi jurisdiksi kriminal na-
sional, melainkan bersifat kom-
plementer (complementary) ter-
hadap sistem hukum nasional
dari negara-negara peserta kon-
vensi.

Daleim Preamble Statuta Ro-

ma secara jelas diakui bahwa
“Unimagin_attrocfities” pada
akhir abad yang lalu telah meng-
ancam perdamaian, keamanan
dan kesejahteraan dunia”. Hal

ini merefleksikan karakter utama
ICC, sekaligus menunjukkan
hubungan kausal dengan Article
42 Piagam PBB, khususnya “in-
ternational peace and security”
sebagai asas utama. Di masa
depan pemikiran ini akan diuji,
sampai seberapa jauh praktek
ICC effektif untuk mendemons-
trasikan hal ini.

Yang jelas Statuta Roma ten-
tang ICC, 1998, harus dipertim-
bangkan sebagai suatu langkah
penting, yang dapat digambar-
kan sebagai “an international
criminal justice system”. Namun
demikian dengan melihatbahwa
perdamaian dan keamanan in-
ternasional sebagai “ causative ef-
fect’ , paling tidak ada 5 (lima)
kendala atau pembatas yang
akan dihadapi sistem ICC: (1)
Pertama, berkaitan dengan “sub-
Ject matter jurisdiction”, yaitu pel-
bagai jenis kejahatan yang men-
jadi jurisdiksi ICC, khususnya
apabila dibandingkan dengan
proposal asli ILC (International
Law Commission). Kejahatan te-
rorisme dan perdagangan obat
bius, misalnya, tidak termasuk di
dalamnya, sekalipun banyak di-
usulkan oleh beberapa negara
pada tahun 1998. Dengan demi-
kian dalam jangka panjang,
pembatasan jurisdiksi yang han-
ya berkaitan dengan 4 (empat)
jenis kejahatan (genocide, crimes
against humanity, war crimes and
the crime of aggression) akan tidak
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menguntungkan;

(2) Kedua, berhubungan de-
ngan batasan sementara seperti
apa yang disebutkan dalam Ar-
" ticle 5(2) yang menyatakan bah-
wa jurisdiksi terhadap kejahatan
agresi belum dapat diterapkan
sampai negara-negara peserta
konvensi menyetujui definisi ke-
jahatan tersebut dan cara-cara
untuk menerapkan jurisdiksi ini.
Selanjutnya, Article 124 dari
Statuta ICC juga mengijinkan
negara-negara peserta untuk
mengesampingkan “war crimes”
yang dilakukan dalam wilayah-
nya atau oleh warganegaranya
dari jurisdiksi ICC untuk periode
7 (tujuh) tahun; '

(3) Ketiga, sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, sekalipun

dengan istilah “principle of com-
plementary”, sebenarnya ICC
Statute juga menerima apa yang
dinamakan keunggulan terha-
dap pengadilan nasional (prima-
cy to national courts). Mekanisme
ini tidak mudabh, sebab akan di-
perlukan waktu yang tidak
singkat bagi Jaksa ICC untuk
menilai apakah suatu peng-
adilan domestik dapat dikate-
gorikan telah melakukan “sham
triar’, dan dengan demikian da-
pat dijadikan alasan untuk me-
nerapkan jurisdiksi ICC; Kepu-
tusan Commission of Expert PBB
baru-baru ini yang melihat Peng-
adilan HAM Indonesia tidak me-
menuhi standar internasional,

sehingga harus dilakukan retrial
terhadap kasus dugaan pelang-
garan HAM berat di Timor Leste
Pasca Jajak Pendapat sangat
mengherankan, karena evaluasi
hanya dilakukan dalam waktu
yang sangat singkat oleh 3 hakim
internasionatl.

(4) Keempat, akan bersentuh-
an dengan kenyataan tidak atau
belum adanya consensus di an-
tara masyarakat hukum tentang
definisi dari kejahatan interna-
sional tertentu, seperti kejahatan
aggresi; ‘

(5) Kelima, ICC memiliki ju-
risdiksi hanya terhadap keja-
hatan yang dilakukan setelah 1
Juli 2002 yaitu setelah persya-
ratan ratifikasi dipenuhi. Dalam
hal ini Article 126 menegaskan
bahwa “This Statute shall enter
into force on the first day of the
month after the 60t" day following
the date of the deposit of the 60t"
instrument of ratification, accep-
tance, approval, or accession with
the Secretary General of the UN".
Hal ini berarti bahwa kejahatan
seperti terorisme dan perda-
gangan obat bius baru dapat di-
masukkan dalam jurisdiksinya 7
(tujuh) tahun setelah tanggal
tersebut {(Article 123 (1) yang
mengatur tentang “Review of the
Statute)).

Sehubungan dengan tujuan-
nya untuk memelihara perda-
maian dan keamanan dunia, pa-
ling tidak ada 2 (dua) alasan un-
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tuk meragukan peranan tersebut,
yaitu: (1) Saatini 139 hegara te-
lah menandatangani Konvensi,
dan 92 negara telah meratifika-
si. Yang tidak meratifikasi terma-
suk negara-negara yang sangat
berpengaruh seperti Amerika Se-
rikat, Federasi Russia, Israel, Sy-
ria dan Mesir; dan (2) ICC telah
diperkuat wewenangnya untuk
melanggar jurisdiksi nasional
dalam hal pengadilan nasional
dipandang tidak mau (unwilling)
atau tidak mampu (unable) untuk
secara sungguh-sungguh mela-
kukan investigasi dan menuntut
si pelaku. Persoalannya adalah
bagaimana caranya untuk mela-
kukan penilaian tentang hal ini.
ICC tidak dilengkapi dengan me-
kanisme untuk melakukannya.
Banyak pendapat mengusulkan
dibentuknya “independent inter-
national experts” yang dapat
membantu ICC. Hal ini sebenar-
nya sangat tidak diharapkan
oleh negara-negara nasional,
sebab ICC justru diharapkan
merupakan kepanjangan atau
perluasan (extention) dari peng-
adilan nasional dan diharapkan
untuk menggantikan pengadilan
nasional. Ratifikasi akan diikuti
dengan implementasinya di da-
lam hukum nasional masing-
masing. Pertanyaan yang mun-
cul adalah, dapatkah perda-
maian dan keamanan interna-
sional dijamin oleh suatu lemba-
ga “semi-national level”; Koalisi

Pengadilan Atas Dasar Traktat
atau Internasionalisasi (Mixed)
Mahkamah Pidana: Suatu Era
Baru.

Gambar masyarakat interna-
sional untuk membentuk mah-
kamah atau pengadilan interna-
sional sebagai reaksi terhadap
pelbagai kejahatan yang menja-
di konsepsi yang hidup dan -
berkembang di dalam hukum pi-
dana internasional. Sejak tahun
2000, dihadapkan pada pelbagai
situasi internasional, masyarakat
hukum internasional telah men-
coba untuk memperbaiki kebi-
jakan hukum dengan cara meng-
geser keberadaan pengadilan
nasional dan internasional ke
arah bentuk pengadilan atau
komposisinya. Statuta dan pel-
bagai aturan dari pengadilan
semacam ini merupakan cam-
puran antara hukum nasional
dan hukum internasional. Istilah
atau terminologi “mixed” atau
“internationalized” dikaitkan de-
ngan kondisi badan pengadilan
yang memiliki komposisi cam-
puran, misalnya, terdiri atas
hakim-hakim internasional dan
hakim-hakim suatu negara di
mana persidangan yang ber-
sangkutan diselenggarakan. Se-
lama tahun 2000, pengadilan
semacam ini, telah dilaksanakan
di Kamboja, Timor-Leste, Koso-
vo-dan Sierra Leone.

Sebagai tambahan persi-
dangan-persidangan nasional
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terhadap kejahatan internasional
juga sudah dimulai di Indonesia
dalam bentuk Pengadilan HAM
atas dasar UU No. 26 Tahun
2000, dengan menggunakan be-
berapa standar internasional
yang diadopsi dari statuta Roma
1998. Penjelasan Pasal 7 UU No.
26 tahun 2000 menyatakan bah-
wa “Kejahatan genosida dan ke-
jahatan terhadap kemanu-
siaan dalam ketentuan ini sesuai
dengan “Roma Statute of interna-
tional Criminal Court” (Pasal 6
dan Pasal 7)".

Koalisi antara para pemegang
peran pengadilan internasional
dapat dilakukan melalui mahka-
mah yang dibentuk atas dasar
perjanjian atau traktat. Pihak-
pihak yang berkepentingan bisa
terdiri atas pelbagai negara, se-
perti IMT (International Military
Tribunal) Nuremberg dan Tokyo.
Pengadilan-pengadilan tersebut
dapat pula dibentuk oleh suatu
Pemerintah dan PBB bersama-
sama, seperti yang terjadi di Si-
erra Leone. Pada tanggal 2 Ja-
nuari 2001, Parlemen Kamboja
menerima suatu UU yang me-
mungkinkan terbentuknya Ex-
traordinary Chambers of Cambodia
untuk menuntut pelbagai keja-
hatan selama periode Khmer
Merah. UN backed tribunaf pada
saat ini sedang berjalan. Demiki-
an pula apa yang terjadi di
Timor Leste, UNTAET (UN Tran-
sitional Administration for East

Timor) mengadopsi Regulation
2000111 pada tahun 2000, di
mana panel-panel gabungan
(mixed panels) dibentuk di ling-
kungan Pengadilan Distrik Dilli
(Domestik); Regulation 2000115
membentuk panel-panel lain
dengan jurisdiksi eksklusif atas
kejahatan-kejahatan berat (seri-
ous criminal offences). Yang lain
adalah yang terjadi di Kosovo,
dimana UNMIK (the UN Interim
Administration Mission in Kosovo)
menerima suatu Regulasi yang
menunjuk hakim-hakim interna-
sional guna melayani Pengadilan
Kosovar, yang hakim-hakimnya
ditunjuk pada bulan Januari
2000.

Pemikiran rasional untuk
membentuk pengadilan-penga-
dilan pidana campuran tersebut
nampaknya juga bervariasi. Pa-
ling tidak ada 2 (dua) alasan
penting yang relevan untuk
dikemukakan, yaitu:

(1) Pertama, berasal dari tang-
gapan atau respon terhadap
konflik bersenjata atau perang
saudara (civil strife), di dalam
konteks mana kejahatan-keja-
hatan berat telah terjadi secara
meluas (widespread). Pemben-
tukan pengadilan-pengadilan
tersebut harus dilihat sebagai
tanggapan yang tepat terhadap
kejahatan-kejahatan tersebut
sebagai pengganti atau peleng-
kap proses rekonsiliasi nasional.
Jadi jelas bahwa pembentukan
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pengadilan campuran diharap-
kan sebagai suatu sarana regu-
latif setelah konflik selesai dan
mengarah pada proses terjadinya
perdamaian, yang langsung atau
tidak langsung merupakan sara-
na untuk memperbaiki perda-
maian dan keamanan nasional;

(2) Kedua, konflik bersenjata
internal dan perang saudara
atau perselisihan politik sering
disertai oleh hancurnya sistem
pengadilan (the breakdown of the
Jjudicial system), seperti yang te-
lah terjadi di Timor Leste dan
Sierra Leone. Bahkan kerusakan
juga dialami oleh sistem negara
secara keseluruhan, sehingga
pengadilan yang independen
dan adil tidak dapat dijamin ke-
beradaannya. Hal ini terjadi di
Kamboja. Kemungkinan besar
juga akan terjadi di mana masya-
rakat sipil akan mengganggu
proses pengadilan yang adil. Hal
semacam ini merupakan pertim-
bangan PBB (Regulation 2000/11
dan 2000/15) sehubungan de-
ngan situasi di Kosovo. Dalam
kerangka ini pengadilan campur-
an harus dipandang sebagai ins-
trumen untuk memperbaiki per-
damaian dan keamanan nasio-
nal, yang memiliki potensi untuk

mempengaruhi perdamaian dan'

keamanan di tingkat internasio-
nal.

Timbul pertanyaan, mengapa
tidak dibentuk saja pengadilan
atau mahkamah internasional

dan bukan dalam bentuk cam-
puran? Ada dua alasan yang
bisa dikemukakan:

(1) Tidak adanya kehendak
politik (the absence of political will)
dari masyarakathukum interna-
sional, termasuk PBB, untuk
membentuk mahkamah interna-
sional, sehubungan dengan atau
dengan mempertimbangkan as-
pek geo-politik dan geo-strategi
yang akan menghambat pen-
danaan pengadilan internasional
tersebut; dan

(2) Tidak adanya keinginan’
negara tertentu (the unwillingness
of particular state) di mana kon-
flik terjadi untuk dikelola oleh
suatu sistem pengadilan supra-
nasional asing.

Keuntungan dari konsep peng-
adilan campuran, sebagai keba-
likan dari pengadilan pidanain-
ternasional, adalah bahwa per-
sidangan dapat dilakukan di
wilayah dimana kejahatan telah
dilakukan, dengan demikian
menjamin bahwa masyarakat
lokal memahami sepenuhnya
kejahatan-kejahatan tersebut,
dan untuk itu memungkinkan -
terjadinya efek atau proses pen-
cegahan, rekonsiliasi dan pem-
balasan yang layak (proper retri-
bution). Dalam kerangka per-
damaian dan keamanan hal ini
juga lebih efektif daripada mem-
bentuk pengadilan internasional.

Lebih-lebih, suatu pengadilan
campuran, yang digelar di da-
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lam negara dimana kejahatan
telah dilakukan, akan lebih
menguntungkan untuk alasan-
alasan keamanan atau melulu/
hanya untuk alasan-alasan prak-
tis sshubungan dengan pengada-
an bukti-bukti dan saksi-saksi.
Bisa juga untuk mencipatkan ci-
tra tidak memihak dari penga-
dilan.

Sehubungan dengan ini Am-
bos. Othman (2003) menyatakan
sebagai berikut:

“The golden thread running
through all these arrangements is
that the mixed tribunals or courts
are located in the very States in
which the crimes they were estab-
lished to ajudicate were committed.
They are more proximate and, in a
sense, locally rooted. Additionally,
they are either part of the national
judiciary, or are somewhat linked
thereto. They apply both national
and international law”.

Selain itu pengalaman di Ti-
mor Leste, di Kamboja, di Sierra
Leone dan di Kosovo menunjuk-
kan bahwa Pengadilan campur-
an tidak hanya mempunyai ju-
risdiksi terhadap tindak-tindak
' pidana (ratione materiae) yang
menjadi keprihatinan masya-
rakat internasional, tetapi juga
mempunyai jurisdiksi tambahan
(additional crimes), berupa keja-
hatan-kejahatan yang’ mempu-
nyai pengaruh langsung ter-
hadap kondisi khusus negara
yang bersangkutan, bahkan

merupakan bagian yang tidak
menguntungkan dari konflik. Di
sini terjadi akomodasi terhadap
kondisi lokal yang memiliki rele-
vansi dalam konteks nasional.
(Ambos. Othman, 2003).

Namun demikian perlu pula
diperhatikan beberapa ketidak-
sesuaian (dissonances) dari peng-
adilan campuran tersebut dalam
kaitannya dengan perdamaian
dan keamanan internasional.

(1) Pertama, suatu pengadilan
campuran tidak memiliki kekua-
saan untuk memaksa negara--
negara lain untuk bekerjasama
dalam rangka pembuktian dan
menghadirkan tersangka. Ele-
men persidangan yang penting

ini akan tergantung pada ada
_ atau tidaknya perjanjian ekstra-

disi atau perjanjian kerjasama
lain; o ,

(2) Kedua, dimana suatu
pengadilan internasional/na-
sional digelar, komponen nasio-
nal akan mendominasi dan akan
mengakibatkan kekhususan-ke-

khususan yang menciptakan

ketidakpastian hukum interna-
sional dan tidak mustahil akan
bersifat memihak;

(3) Ketiga, sekalipun interna-
sionalisasi mahkamah dapat
menyajikan kemungkinan ke-
adilan yang lebih baik kualitas-
nya daripada pengadilan nasio-
nal, tujuannya mungkin tak da-
pat dicapai secara efektif apabi-
la biayanya tidak tersedia secara
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cukup. Di Sierra Leone misalnya,
dengan budget kurang lebih US
$ 24 juta pada tahun pertama
dengan 9 orang tahanan dan
direncanakan untuk bekerja se-
lama 3 tahun, telah berjuang agar
dapat menyelesaikan tugasnya,
tanpa memperhitungkan bantu-
an keuangan dari Pemerintah
Belanda.

Dengan meninjau pengadilan
internasional dan internasio-
nalisasi dari pengadilan pidana
di atas, tetap tersisa pertanyaan,
apakah utamanya lembaga-lem-
baga semacam ini merupakan
eksponen politik atau judicial
dari perdamaian dan keamanan
internasional? Atau mungkin
juga ada eksponen atau argu-
men ketiga yang bisa meningkat-
kan effektivitas, legitimasi dan
kredibilitas pengadilan pldana
internasional.

Praktek saat ini dari peng-
adilan pidana internasional telah
membuktikan bahwa melalui
berfungsinya lembaga-lembaga
ini, faktor-faktor penyebab ter-
jadinya konflik secara tepat bisa
terungkap. Hal ini sulit terjadi
melalui pengadilan nasional
atau melalui Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi. Hal ini tentu

saja secara sosiologis akan sa-

ngat berarti untuk menciptakan
proses rekonsiliasi nasional yang
sebenarnya dan perdamaian ser-
ta keamanan internasional. De-
ngan demikian harus diakui bah-

wa terdapat nilai sosiologis (so-
ciological values) terkait dengan
keberadaan mahkamah pidana
internasional dalam kaitannya
dengan perdamaian dan ke-
amanan internasional.

Risiko untuk mengesamping-
kan aspek sejarah dan penyebab
politis yang lebih luas pasti ada,
terutama apabila solusi sebagian-
sebagian terjadi. Contohnya apa
yang terjadi di Balkan dimana
konflik merupakan bagian se-
jarah yang panjang dan kom-
pleks dari segi politik, interethnic
dan agama. Hal inilah sebenar- -
nya yang bisa ditonjolkan dari ke-
beradaan pengadilan nasional
dibandingkan dengan peng-
adilan internasional.

Peranan Pengadilan Nasio-
nal sebagai Substitusi dari
Mahkamah Pidana Interna-
sional atau Internasionalisasi
Mahkamah Pidana

Kontribusi pengadilan na-
sional terhadap penciptaan per-
damaian dan keamanan nasio-
nal nampaknya juga selalu diper- -
tanyakan, walaupun akhir-akhir
ini. pengadilan nasional di bebe-
rapanegara terlibat dalam pene-
gakan hukum pidana interna-
sional. Sebagai negara, pada
prinsipnya hanya akan mene-
rapkan jurisdiksi hukum pidana
terhadap kejahatan yang terjadi
di wilayah atau teritori negara.
tersebut. Logis apabila diper-
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soalkan apakah penuntutan
yang bersifat nasional tersebut
dapat menggantikan pengadilan
internasional atau internasio-
nalisasi pengadilan pidana.
“Landmark Decision” yang di-
lakukan oleh “the Judicial Com-
mittee of the British House of
Lords” dalam kasus Pinochet
(antara pemerintah Spanyol dan
Pemerintah Inggris) yang dilaku-
kan pada tanggal 24 Maret 1999
(yang disebut sebagai Pinochet
[1I), menegaskan kembali peran-
an potensial dari pengadilan na-
sional di dalam proses penun-

tutan kejahatan internasional.

Atas dasar UN Torture Conven-
tion (CAT) 1984, The House of
Lords menyatakan bahwa Peng-
adilan Inggris (UK courts) diberi
wewenang untuk menerapkan
jurisdiksi terhadap kejahatan pe-
nyiksaan (crime of torture) yang
dipersangkakan dilakukan se-
masa rezim Senator Pinochet.
Atas dasar penafsiran terhadap
asas “double criminality”, Pi-
nochet didakwa (34 dakwaan)
telah melakukan penyiksaan dan
satu “conspiracy” untuk melaku-
kan penyiksaan dalam kerangka
apa yang dinamakan “Operation
Condor” (1976-1983) bekerjasa-
ma dengan rezimArgentina. Un-
tuk itu pengadilan (Bow Street
Magitrates Court) diijinkan untuk
mengekstradisikan Senator Pi-
nochet ke Spanyol untuk meng-
hadapi tuntutan atas kejahatan

penyiksaan selama pemerintah-
annya sebagai Kepala Pemerin-
tahan Chili, yang korbannya
juga terdiri atas warganegara
Spanyol danInggris. Namun pe-
merintah Chili pada Oktober
1999 minta pada Home Secretary,
agar membebaskan Pinochetatas
dasar pertimbangan medik. Em-
pat dokter ahli memeriksa Pi-
nochet pada Januari 2000, dan
kemudian menyatakan bahwa
Pinochet “was unfit to stand trial”,
karena sakit berat menderita
kerusakan otak yang luas (exten-
sive brain damage), sehingga
memorinya sangat terganggu

dan tidak mampu untuk meng-
ikuti proses-proses per51dangan

~ Selanjutnya diputuskan bahwa

ekstradisi dibatalkan dan me-
ngirimkan Pmochet kembah ke
Chili. p

Signifikansi dari keputusan
ini bagi perdamaian dan keaman-
an dunia terletak pada 3 (tiga)
asas dalam kaitannya dengan
martabat kemanu51aan (human
dignity): '

(@) kejahatan tertentu begltu
beratnya, sehingga masyarakat
hukum internasional berhak un-
tuk mengkualifikasikannya se-
bagai pelanggaran jus cogens (Pe-
remptory norm of international
law), (dengan effect “obligation erga
ommnes, where all States can be held
to have a legal interest in their pro-
tection”) sehingga setiap negara
pada asasnya dapat menerapkan
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jurisdiksinya;

(b) pengadilan nasional, se-
bagai substitusi pengadilan inter-
nasional, diberi hak, dan dalam
kasus tertentu bahkan wajib,
untuk memastikan jurisdiksinya
terhadap kejahatan-kejahatan
internasional tersebut, tanpa
memandang apakah ada hu-
bungan kausal antara negara
tersebut dan perbuatan yang ter-
jadi serta tanpa mempertim-
bangkan tempat dilakukannya
kejahatan atau nasionalitas pe-
laku atau korban (Asas Jurisdik-
si Universal); dan

(c) immunitas atau kekebalan

untuk dituntut secara pidana
yang diberikan kepada mantan
Kepala Negara atau Pejabat Ne-
gara tidak lagi dapat dibenarkan
dalam kaitannya dengan keja-
hatan tersebut.
Catatan: Universal jurisdiction is
a system of international justice
that gives the courts of any coun-
try jurisdiction over crimes against
_ humanity, genocide and war crimes,
regardless of where or when the
crime was committed, and the na-
tionality of the victims or perpetra-
tors. It allows the prosecution of
certain crimes before the courts of
any country even if the accused , the
victim, or the crime, has no link to
that country. (ICHRP, 1999).

Sementara diakui adanya ke-
nyataan bahwa pengadilan-
pengadilan nasional dianggap
dapat memainkan peranannya

lebih jauh dalam mengadili ke-
jahatan internasional, pemba-
tasan-pembatasan mulai dipikir-
kan juga, khususnya dengan
mempertimbangkan asas-asas
yang terkait dengan butir (a) dan
(b) di atas.

Penerapan “universal jurisdic-
tion”. sebagai eksponen dua asas
tersebut, harus dibatasi secara
tepat (properly restricted) pada
situasi dimana terdakwa berada
dalam teritori dari negara yang
menuntut (the prosecuting state)
(hal ini dinamakan “conditional
universal jurisdiction”). Con-
tohnya adalah kasus Pinochet
dan kasus Hissene Habre di Sene-
gal. Sekalipun demikian, asas ini
tidak ditegakkan atau ditaati
oleh Mahkamah Agung Belgia
dalam keputusannya tanggal 12
Februari terhadap PM Israel
Sharon. Keputusan ini didasar-
kan pada hukum nasional tgl. 16
Juni 1993 dan 10 Februari 1999,
yang melaksanakan pelang-
garan berat terhadap Konvensi
Jenewa 1949 (grave breaches) dan
Protocol-protocolnya maupun
Konvensi tentang Genosida dan
Kejahatan Terhadap Kemanu-

siaan, yang tidak membatasi

Pengadilan Belgia dalam mene-

rapkan jurisdiksi Universal.
Sebagai kelanjutan dari kepu-

tusan ini, Pemerintah Belgia me-

- modifikasi penerapan “absolute

universal jurisdiction” dan dibatasi
terhadap terdakwa yang secara
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phisik hadir atau berada di

wilayah Belgia, sedangkan kor-

ban-korban yang dipersangka-
kan paling tidak telah tinggal di
dalam wilayah Belgia.

Dengan demikian terdapat
pula pengakuan bahwa prospek
untuk menciptakan perdamaian
dan keamanan internasional di
level nasional mengandung risi-
ko terjadinya penyalahgunaan
wewenang (abuse of power) dan
proses sehubungan dengan pel-
bagai kepentingan dan nasional
yang berada di luar pengawasan
dannilai-nilai hukum dari ma-
syarakat hukum internasional.

Dilain pihak, pengdilan-peng-
adilan nasional dapat berbuat
atas nama masyarakat hukum
internasional secara keselurulian
bilamana terkait dengan perlin-
dungan martabat kemanusiaan.
Satu negara yang menjadi pe-
lopor dalam hal ini adalah Ame-
rika Serikatmelalui “Alien Torts
Claim Act “1789, yang merupa-
kan peraturan Federal (aslinya
- untuk mengatasi pembajakan/
piracy) yang diaktifkan kembali
pada tahun 1979 pada “land-
mark case” Filargitav. Pena - Ina-
la, dan semenjak itu diterapkan
oleh Pengadilan Amerika Serikat
untuk memberikan ganti rugi ter-
hadap korban kekejaman ter-
hadap HAM, sekalipun bukan
pidana tetapi perdata, yang di-
lakukan di luar negeri oleh peja-

bat negara asing terhadap war-

ganegara Amerika.

Pendekatan ini menunjukkan
bahwa, dalam kondisi tertentu,
perdamaian dan keamanan in-
ternasional dapat dilakukan di
tingkat nasional, sekalipun,
pengadilan nasional tidak dapat
disamakan dengan pengadilan
universal.

Sebagai kesimpulan dapat di-
sampaikan bahwa. Keputusan
Pinochet I1I (State Immunity and
Double Criminality) memberikan
jalan lempang bagi pengadilan
nasional untuk menuntut keja-
hatan internasional, sekalipun
kejahatan yang dicurigai tersebut
dilakukan oleh seorang mantan
Kepala Negara. :

Dalam kaitannya dengan
Asas Komplementer (Comple-
mentary Principle) dari ICC,
dalam hal terjadi jurisdiksi ber-
sama (concurrent jurisdiction), pe-
ranan pengadilan pidana nasio-
nal menjadi lebih menonjol un-
tuk menciptakan perdamaian
dan keamanan internasional.
Sekalipun demikian tidak di-
harapkan agar kewenangannya
tidak tumbuh dalam posisi se-
bagai “policing the world”, dalam
bentuk jurisdiksi universal yang
tak terbatas atau absolut (unres-
tricted or absolut application of
universal jurisdiction).

Catatan: Terdapat istilah yang
sinis yaitu “universal jurisdiction”
diberi label sebagai “jurisdictional
imperialism”, yang menggambar-



Muladyi, Pengadilan HAM sebagai Refleksi Tanggungjawab Internasional... 17

kan keprihatinan bahwa hampir
semua penuntutan atas dasar
jurisdiksi universal yang terjadi
di pengadilan-pengadilan Ame-
rika Utara dan Eropa, terdak-
wanya hampir selalu berasal

dari negara berkembang sebagai

pelanggar HAM, sedangkan
negara-negara Barat mende-
monstrasikan dirinya sebagai
negara yang memiliki sumber-
daya dan struktur hukum yang
tersedia untuk menunjang pe-
nuntutan atas dasar asas jurisdik-
si universal (ICHRP, 1999).

Maka dari itu, pada prinsip-
nya, peranan tersebutharus ber-
asal dari pengadilan pidana in-
ternasional atau internasio-
nalisasi pengadilan pidana.
Mungkin peranan pengadilan
nasional di era ini harus diper-
kuat melalui asas jurisdiksi terri-
torial (The Principle of Territorial
Jurisdiction), sebagai forum yang
cocok untuk mengadili kriminal-
itas internasional.

Manfaat bagi Perdamaian
dan Keamanan Internasional

Seorang guru besar dari Fa-
kultas Hukum Utrecht, yaitu
Prof. Geerd-Jan Alexander
Knoops dalam pidato innau-
gurasinya pada tgl. 13 Novem-
ber 2003 mengusulkan 3 (tiga)
pilar, untuk meningkatkan pe-
ranan lembaga pengadilan inter-
nasional dan nasional untuk
menyukseskan usaha penciptaan

perdamaian dan keamanan du-
nia.

(1) Jurisdiksi pengadilan pi-
dana internasional hendaknya
hanya diterapkan dalam kejadi-
an-kejadian yang menyangkut
kekejaman dalam skala luas
(large scale atrocities) atau keja-
hatan internasional yang dilaku-
kan oleh pemimpin-pemimpin
politik dan militer. Dengan demi-
kian pejabat-pejabat rendahan
cukup diadili oleh pengadilan na-
sional. Dalam kerangka ICC, hal
ini dapat dilakukan dengan men-
dayagunakan prinsip komple-
menter yang mengutamakan
pengadilan nasional sebagai
“primary forum”. Hal ini tentu
saja mengandung risiko krisis se-
hubungan dengan “issues of ad-
missibility” sebagaimana diatur
dalam Article 17 Statuta Roma
1998 dan tuduhan terjadinya
“selective justice”;

(2) Internasionalisasi peng-
adilan pidana nasional atau ben-
tuk pengadilan pidana cam-
puran hendaknya dilanjutkan
penerapannya di wilayah-wila-
jah di mana terjadi konflik inter-
nal yang mengandung terjadinya
kejahatan-kejahatan interna-
sional yang dilakukan oleh pe-
mimpin-pemimpin politik dan
militer. Misalnya apa yang terja-
di di Iraq, di mana “restorative
Justice” sangat diperlukan sekali-
gus mengembalikan perdamaian
dan keamanan internasional;
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(3) Pilar ketiga adalah penda-
yagunaan pengadilan nasional.
Pilar ini dibatasi untuk mengadili
kejahatan-kejahatan interna-
sional yang dilakukan oleh peja-
bat dengan ranking rendah
dalam situasi di mana magnitute
kejahatan tidak memerlukan
“restorative justice” dalam
kerangka perdamaian dan
keamanan internasional atau
“victim justice”.

Catatan: “A criminal justice sys-
tem based on the philosophy of re-
storative justice, would no longer
focus exclusively on the defendant.
This does not mean that victim’s
~ rights become more important than
defendants’ due process rights. But
it does mean that protecting und

healing individual victims and the

larger community are equally im-

portant to punishing and/or reha-
bilitating offenders. Indeed, they are

integrally linkes, and one cannot be

accomplished without the other”

(Morgan, 2003).

Guna penerapan 3 (tiga) pllar
tersebut, Knoops menyatakan
bahwa penerapan jurisdiksi ter-
hadap kejahatan internasional
harus disertai dengan penghor-
matan atas 2 (dua) asas sebagai
berikut:

(a) Pertama, pengadﬂan pi-
dana nasional dapat berfungsi
terhadap kejahatan internasio-
nal. Bahkan terhadap pejabat-
pejabat tinggi yang terlibat, se-
panjang kejahatan-kejahatan

tersebut tidak berada dalam ru-
ang lingkup jurisdiksi pengadilan
internasional atau bentuk peng-
adilan campuran. Sebagai con-
toh adalah kejahatan-kejahatan
terorisme dan perdagangan obat
bius. Sesuai dengan UN Anti-Ter-
rorism Conventions 1997 dan 1999
(UN Conuvention for the Suppres-
sion of the Financing of Terrorism,

‘GA Rs. 54/109, 9 Desember 1999),

yang mengharuskan negara-
negara anggota PBB untuk me-
nuntut atau mengekstradisikan
(the principle of aut dedere aut ju--
dicare);

(b) Kedua, di dalam menun-
tut kejahatan internasional, sis-
tem hukum nasional dalam rang-
ka kepastian hukum diwajibkan
untuk menerapkan parameter-
parameter doktrinal dalam
masalah-masalah hukum subs-
tantif, yang tergambar dalam ju-
risprudensi pengadilan pidana
internasional. Sebagai contoh
adalah Article 9 “the Dutch Legis-
lative Act on International Crimes”
yang menerapkan Statuta ICC
dalam sistem hukum Belanda. -
Article 9 tersebut memperluas
konsep “superior responsibility”
yang tercantum dalam Article (a)
(1) Statuta ICC.

Cbllective International Responsi-
bility to Protect

The International Commission
on Intervention and State Sovereig-
nity dan akhir-akhir ini juga the
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High-level Panel on Threats, Chal-
lenges and Change, mendukung
apa yang disebut sebagai “the
emerging norm that there is a col-
lective responsibility to protect”
dalam kerangka “humanitarian
intervention”.

Norma baru ini diterapkan
apabila di suatu negara terjadi
kekejaman massal (massive atro-
cities). Dalam hal ini tanggung-
jawab pertama dan terpenting
terletak pada negara yang ber-
sangkutan, yang kewajiban uta-
manya adalah melindungi pen-
duduknya. Namun demikian
apabila kekuasaan nasional
tersebut “unable and unwilling”
untuk melindungi warganega-
ranya, atau bahkan rezim suatu
negara justru terlibat sebagai pel-
aku (perpetrator), maka tang-
gungjawab bergeser kepada
masyarakat internasional untuk
menggunakan cara-cara diplo-
matik, humanitarian dan cara-
cara lain untuk membantu me-
lindungi HAM dan kesejahter-
aan penduduk sipil tersebut.

Apabila cara-cara tersebut
cenderung tidak cukup, maka
Dewan Keamanan PBB dapat
mengambil keputusan atas dasar
Piagam PBB, untuk menggu-
nakan military intervention (action
by air, sea or land forces).

Dalam hal ini Indonesia ber-
pendapat bahwa apabila collec-
tive responsibility to protect di-
lakukan dengan intervensi mi-

liter, maka hal ini harus dilaku-
kan sebagai upaya terakhir (the
last resort), dan memberi kesem-
patan pemerintah yang ber-
sangkutan terlebih dahulu untuk
menanganinya. Penggunaan sa-
rana intervensi militer harus
tetap mempertimbangkan krite-
ria legitimasi seperti berat ri-
ngannya ancaman; tujuan yang
patut; proporsionalitas sarana;
menghindarkan akibat yang le-
bih buruk dan prinsip non-ad hoc
and non-discriminatory. Untuk itu
asas-asasnya harus diatur de-
ngan sebaik-baiknya yang men-
cakup: ambang batas yang adil
dan beralasan untuk melakukan
intervensi; langkah-langkah
pencegahan untuk menghindari
terjadinya tindakan yang ber-
lebihan; kewenangan yang jelas
dari Dewan Keamanan PBB ;
dan Asas-asas operasional yang
jelas atas dasar mandat yang
tidak samar-samar (unambi-
guous).

Dalam hal ini nampak terjadi-
nya perkembangan atau perge-
seran makna dari kedaulatan
(sovereignity). Kedaulatan tidak
lagi mengandung makna: unlim-
ited power” suatu negara untuk
berbuat sesukanya kepada war-
ganya. Kedaulatan negara me-
ngandung tanggungjawab gan-
da (dual responsibility). Secara
eksternal kedaulatan mengan-
dung makna untuk menghor-
mati kedaulatan negara lain, dan
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secara internal kedaulatan men-
gandung kewajiban untuk
menghormati martabat dan hak-
hak dasar setiap orang di dalam
negara tersebut. Terkait di sini
apa yang dinamakan “human se-
curity” dalam bentuknya sebagai
“political security”, dimana nega-
ra mengabaikan perlindungan
HAM warganegaranya, sehing-
ga mereka berada dalam ancam-
an bahaya yang bersifat asi-
metrik (asymetric security threat).

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan umum
dapat digambarkan, bahwa ke-
bangkitan pengadilan interna-
sional atau internasionalisasi
pengadilan internasional pada
dekade terakhir terlihat sangat
mengesankan (impressive). Suk-
ses atau tidaknya pengadilan-
pengadilan ini harus diukur oleh
tingkat ketaatan level of compli-

ance) terhadap supremasi atau
“the rule of law” hukum interna-
sional dalam kejadian-kejadian

internasional dan legitimasinya
untuk penduduk sipil secara

umum, dan terdakwa serta para’

korban secara khusus:

Atas dasar “causative effecf

dari perdamaian dan keamanan
internasional sebagaimana terse-
but di atas, pengadilan-peng-
adilan ini hanya dapat berhasil
dan memperoleh status kewe-
nangan (authoritative status) bi-
lamana mendukung sintese an-

tara konsep-konsep HAM, peng-
hormatan terhadap warisan
negara , dan supremasi atau “the
rule of law” hukum internasional
yang diabstraksikan dari lemba-
ga-lembaga politik PBB dan pe-
merintah negara-negara. Perlin-
dungan terhadap nilai-nilai
HAM dan supremasi hukum
sekalipun dalam kondisi perang
saudara yang diwarnai dengan
terjadinya kekejaman-kekejam-
an tetap harus ditaati. Dalam
saat-saat dan situasi seperti ini
prinsip-prinsip di atas harus
tetap dipegang teguh dan tidak
boleh dikorbankan. Yang harus

‘berbicara adalah hati nurani

yang murni (the purest cons-
cience), yang wajib tetap mengen-
dalikan dan menjadi pedoman
untuk berbuat (misalnya tidak
melakukan “torture” dalam in-
vestigasi) dan dalam mengambil
keputusan-keputusan hukum.

‘Hal ini mengingatkan kita pada

kasus penganiayaan dan tindak-
an tidak manusiawi dari tentara-
tentara Amerika Serikat di pen-
jara Abu Ghraib, di Iraq dan
penahanan orang-orang Taliban
di Guantanamo, yang di dalam
negeri Amerika Serikat menda-
patkan kritik keras. Demikian
pula cara-cara interogasi Polisi
Rahasia Israel yang member-
lakukan cara-cara kejam dalam
menginvestigasi mereka yang di-
tuduh sebagai teroris Palestina,
yang dikecam sendiri oleh Mah-
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kamah Agung Israel.
Pemahaman terhadap masa-
lah keamanan selalu mengan-
dung pula komponen perlin-
dungan supremasi hukum dan
pengakuan terhadap HAM. Apa-
bila hal ini tidak dipegang teguh,
maka justru akan menimbulkan
bahaya-bahaya potensial di masa
depan. Apabila pengadilan inter-
nasional dan internasionalisasi
pengadilan pidana internasional
dapat menciptakan keadilan,
maka terbuka kemungkinan bah-
wa pengadilan-pengadilan terse-
but akan memiliki peranan yang
besar untuk memberikan kontri-
busi terhadap perdamaian dan
keamanan internasional.
Pada akhirnya banyak pihak
sangat prihatin terhadap sikap
pemerintah Amerika Serikat
yang negatif atau bahkan cen-
derung bersikap oposisi terhadap
Mahkamah Pidana Internasion-
al (ICC) melalui. “ The American
Servicemembers’ Protection Act
(ASPA), 2000". Bahkan Amerika
Serikat mengembangkan apa
yang dinamakan “non-surrender
agreement” atau “impunity agree-
menf atau “Arlicle 98 Agreement”
dengan negara-negara lain un-
tuk mengecualikan warganega-
ra Amerika Serikat dari jurisdik-
si ICC, padahal selama ini negeri
“super power” ini merupakan
“driving force” dibelakang segala
usaha untuk membawa para pe-
langgar HAM berat dan hukum

humaniter ke pengadilan. Ada
kesan bahwa pengadilan HAM
ad hoc yang digelar Dewan
Keamanan di mana Amerika
Serikat terlibat di dalamnya se-
bagai anggota tetap atau spon-
sor, dianggap berfungsi lebih
baik. Tetapi bagi individu atau
negara yang mempunyai warga
negara yang akan, sedang atau
telah diadili merasakan ketidak-
adilan. Sebab secara authoritative
pengadilan ad hoc tersebut tidak
pernah diterapkan pada war-
ganegara dari 5 (lima) anggota
tetap Dewan Keamanan PBB.
(China, Perancis, Inggris, Ameri-
ka dan Russia). Kontradiksi ini
hanya dapat diperbaiki melalui
pengakuan tidak bersyarat dan
penerimaan ICC oleh seluruh
negara, tentu saja termasuk Ame-
rika Serikat, sebagai negara
terkuat dan dianggap paling
demokratis di dunia saatini (Am-
bos. Othman, 2003). v

Sikap unilateral atau “self-
serving mechanism” dalam per-
tanggungjawaban tidak akan
menguntungkan dalam mena-
ngani kejahatan internasional.
Pemberlakuan dan pengakuan
terhadap ICC sebenarnya tidak
perlu terlalu dikhawatirkan,
mengingat berlakunya Asas
Komplementer (Complementarity
Principle) dalam mekanisme ICC,
sehingga pengadilan nasional
tetap dianggap sebagai “primary
forum” dalam mengadili pelang-
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garan HAM berat, kecuali nega-
ra yang bersangkutan menun-
jukkan gejala “unwilling” atau
“unable” untuk melakukannya.
Persoalannya adalah mekanisme
yang jujur dan adil untuk me-
nentukan apakah suatu negara
bersikap unable and unwilling.
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